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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Dalam kehidupan yang indah ini, Allah Swt menciptakan makhluk-

makhluk berpasang-pasangan, agar hidup berdampingan saling cinta-mencintai 

dan berkasih-kasih untuk meneruskan keturunannya. 

Oleh karena manusia adalah makhluk sosial yang beradab, maka “hidup 

berdampingan”nya sebagai suami istri dalam suatu perkawinan diikat oleh hukum, 

agar menjadi sah dan disertai tanggung jawab. Pria dan wanita yang memasuki 

kehidupan suami istri, berarti melalui “gerbang” perkawinan yang memasuki 

kehidupan yang baru untuk membentuk rumah tangga.
1
 

Islam sangat menganjurkan perkawinan. Banyak sekali ayat-ayat Alquran 

yang memberikan anjuran untuk kawin, di antaranya Q.S. An-Naḥl 16/72: 

 أَفبَِالْبَاطِلِ  ۚ  الطَّيِّبَاتِ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أنَْ فُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بنَِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ 

 يَكْفُرُونَ  هُمْ  اللَّهِ  وَبنِِعْمَتِ  يُ ؤْمِنُونَ 

 “Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan 

bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki 

dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan 

mengingkari nikmat Allah ?"
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Allah juga berfirman  Q.S. Ar-Ra’d 13/38: 

 لِكُلِّ  ۚ  بإِِذْنِ اللَّهِ  إِلَّّ  بآِيةَ   يأَْتِيَ  أَنْ  لِرَسُول   كَانَ  وَمَا ۚ  وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًً مِنْ قَ بْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً 

  كِتَاب   أَجَل  

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutuskan beberapa Rasul sebelum kamu dan 

Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Dan tidak ada hak 

bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin 

Allah. bagi tiap-tiap masa ada kitab.”
3
 

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan al-nikah yang bermakna 

al-waṭ'i dan al-ḍammu wa al-tadākhul yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan 

akad. Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No.1/1974, pasal 1 

adalah: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai 

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 

kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.” 

Dengan demikian, perkawinan adalah lebih dari suatu upacara pernikahan, 

pesta adat atau bulan madu, tetapi adalah perpaduan jiwa dua insan menjadi 

suami-istri yang diharapkan abadi dalam suatu keluarga bahagia, dimana semua 

anggota keluarga (termasuk anak keturunannya) menjalin hubungan yang 

harmonis. 

Namun banyak kenyataan yang membuktikan bahwa “perkawinan yang 

bahagia dan sejahtera” tersebut tidak terwujud. Bahkan seringkali kehidupan 

perkawinannya gagal, bak hidup dalam neraka. Padahal perkawinan yang gagal 

akan membawa akibat buruk bagi perkembangan jiwa setiap anggota yang terlibat 

dalam perkawinan tersebut (terutama anak-anak). 
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Oleh karena itu, perkawinan yang bahagia dan kekal, perlu dipersiapkan 

dengan sungguh-sungguh, agar perkawinan menjadi “surga kehidupan”, dan 

bukan sebaliknya.
4
 

Berdasarkan pasal 2 bab II kitab I Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

disebutkan dalam definisinya: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah 

pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau ikatan yang sangat kuat untuk 

mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.”  

Perkawinan adalah pernikahan yang kuat (dalam fiqh; Miṡāqon Goliẓo). 

Melaksanakan nikah dihukumkan dengan perbuatan ibadah. Berbeda dengan 

hukum-hukum sekuler umumnya, melaksanakan hukum tidak dianggap ibadah. 

Pelakunya memperoleh pahala dan yang merusaknya untuk kepentingan nafsu 

dianggap melakukan dosa (bila tujuan kawin untuk menyakiti pasangannya). 

Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyathi menyatakan dalam kitab 

I’ānah al-Ṭālibin yang dimaksud Pernikahan/Perkawinan adalah: 

  وشرعا عقد يتضمّن إباحة وطء بلفظ إنكاح تزويجالنكاح وهو لغة الضم والإجتماع 

“Nikah secara bahasa adalah menindih dan berkumpul dan secara syara’ adalah 

akad yang membolehkan untuk bersenang-senang/berhubungan badan dengan 

lafadz Inkah dan Tazwij”
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Abdurrahman al-Jaziry menyatakan tentang defenisi nikah/kawin (an 

Nikah; aj Jawāj) bahwa nikah adalah “peristiwa aqad nikah yang berarti 
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berlakunya hukum syara’ didalamnya (akibat akad bolehnya suami menggauli 

istrinya)”.
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Pasal 14 KHI menyebutkan rukun perkawinan, sebagai berikut: 

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:  

a. Calon suami; 

b. Calon istri; 

c. Wali nikah; 

d. Dua orang saksi dan; 

e. Ijab dan kabul.
7
 

Perkawinan tidak hanya dituntut memenuhi syarat-rukun perkawinan 

tetapi juga harus memenuhi ketentuan administratif hukum yaitu tercatat dalam 

catatan perkawinan yang dibuktikan dalam Akta Nikah.
8
 Di dalam UU No.1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 2 ayat 2 dinyatakan bahwa: “Tiap-tiap 

perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. 

Ini adalah satu-satunya ayat yang mengatur tentang pencatatan perkawinan 

dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
9
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dalam KHI pasal 5 yang paling mendasar dari pencatatan (administratif) di Kantor 

Urusan Agama (KUA) didasarkan pada dua persoalan hukum: 

1. Persoalan seleksi calon mempelai. 

Dengan pencatatan oleh KUA setempat dapat diketahui boleh atau 

tidaknya perkawinan dilaksanakan secara hukum materil Islam. 

2. Bukti Hukum (legalits formal) 

Pencatatan perkawinan oleh KUA dibuktikan dengan pembuatan buku 

akta nikah merupakan bukti tertulis keperdataan bahwa telah terjadi perkawinan 

yang sah secara hukum, tidak ada larangan perkawinan antara keduanya dan telah 

memenuhi syarat rukun perkawinan. 

Tanpa adanya buku akta nikah maka perkawinan dianggap tidak pernah 

ada. Bahwa dikarenakan begitu pentingnya persoalan buku akta nikah, maka pasal 

7 ayat (2) menyebutkan: “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan 

Akta Nikah dapat diajukan Isbat Nikahnya ke Pengadilan Agama.”
10

 

Observasi yang telah dilakukan oleh peneliti di Kantor Kecamatan 

Tamban, ketika ditanyakan kepada pihak Kecamatan bahwa untuk membuat kartu 

keluarga harus melampirkan buku nikah namun masih ada beberapa warga yang 

telah menikah akan tetapi belum melengkapi persyaratan pembuatan kartu 

keluarga yaitu melampirkan buku nikah, hal ini menunjukan adanya orang yang 

menikah sirri, nikah sirri sangat berpengaruh terhadap status perkawinan, status 
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istri, anak bahkan terhadap kewarisan. Dengan hanya mengaku sudah menikah 

resmi tanpa menunjukan bukti atau memperlihatkan buku nikah mereka bisa 

membuat kartu keluarga untuk kepentingan yang bermacam-macam. 

Di dalam Pepres Nomor. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata 

Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil pasal 12 ayat (1) huruf B yang 

berbunyi: 

(1) Penerbitan Kartu Keluarga baru bagi penduduk sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat 

berupa: 

b. Fotokopi atau menunjukan Buku Nikah/Kutipan Akta Perkawinan. 

Akta Nikah/Buku Nikah adalah syarat dalam mengajukan pembuatan KK 

(Kartu Keluarga). Ketika pembuatan kartu keluarga bagi yang tidak mempunyai 

buku nikah telah dilakukan maka yang muncul dari benak peneliti adalah 

bagaimana alasan pihak yang ingin membuat kartu keluarga sehingga bisa 

dibuatkan dan alasan pihak yang membuatkan kartu keluarga sehingga berani 

membuatkan kartu keluarga yang sebenarnya tidak mempunyai buku nikah 

padahal di Pepres tersebut sudah jelas disebutkan syaratnya harus memakai buku 

nikah. Dengan adanya masalah ini, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan 

membuat karya tulisan dalam bentuk skripsi yang berjudul: “PEMBUATAN 

KARTU KELUARGA TANPA MELAMPIRKAN BUKU NIKAH DI 

KECAMATAN TAMBAN KABUPATEN BARITO KUALA”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

yang dibahas:  

1. Apa alasan pihak yang tidak melampirkan buku nikah ketika membuat 

kartu keluarga? 

2. Apa alasan pihak yang membuatkan kartu keluarga sehingga membuatkan 

bagi yang tidak melampirkan buku nikah? 

C. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui alasan pihak yang tidak melampirkan buku nikah ketika 

membuat kartu keluarga? 

2. Untuk mengetahui alasan pihak yang membuatkan kartu keluarga sehingga 

membuatkan bagi yang tidak melampirkan buku nikah? 

D. Kegunaan Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai:  

1. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis, khususnya di bidang 

hukum keluarga. 

2. Sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi penelitian lain yang 

ingin meneliti masalah ini dari aspek yang lain dan bahan referensi baik 

kalangan civitas akademik. 

3. Memperkaya khazanah perpustakaan IAIN Antasari pada umumnya dan 

Fakultas Syariah pada khususnya serta pihak-pihak lain yang 

berkepentingan dengan hasil penelitian. 
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E. Kajian Pustaka 

 Berkenaan dengan penelitian ini, penulis menemukan penelitian, 

diantaranya adalah:   

 Penelitian Liana Sari (0501116765) jurusan Hukum Keluarga IAIN 

ANTASARI Banjarmasin dengan judul “Pemalsuan Data Identitas Diri dalam 

Hal Usia untuk Pencatatan Nikah di Kalangan Masyarakat Kecamatan 

Banjarmasin Utara”. Inti dari judul ini ialah mencakup tentang pemalsuan 

identitas yang dilakukan oleh orang tua agar anaknya bisa kawin tanpa harus 

adanya persidangan Pengadilan Agama. Ketiadaan biaya dan terlanjurnya hamil 

diluar nikah inilah yang mendorong untuk melaksanakan pernikahan secepatnya.  

 Penelitian Fikriyan (0601117266) jurusan Hukum Keluarga dengan judul 

“Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Kapuas Tentang 

Keabsahan perkawinan yang Memanipulasi Data Usia. Penelitian ini berlatar 

belakang dari permasalahan kurangnya kesadaran dari sekian banyak orang tua 

yang berpikiran bahwa seorang anak dapat dikawinkan kapan saja oleh orang 

tuanya tanpa pandang usia sebab pada zaman sekarang ini usia anak dapat 

dimanipulasi dengan menyatakan kelengkapan data. 

Penelitian Nur Budi Arti (25710020)  dengan judul “Kualitas Pelayanan 

Pembuatan Kartu Keluarga Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

kabupaten Bandung”. Penelitian ini membahas tentang pelayanan Dukcapil dalam 

melayani pihak-pihak yang ingin membuat kartu keluarga, terlebih lagi bagi 

warga di desa yang jauh dari kota. Dan membahas bagaimana untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan tersebut. 
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 Kesimpulan yang dapat diambil ialah bahwa kajian pustaka yang telah 

diamati lebih menekankan kepada manipulasi data dan peningkatan kualitas 

dalam pembuatan kartu keluarga, sedangkan penelitian yang diteliti oleh penulis 

lebih menekankan alasan pihak yang tidak melampirkan buku nikah dan juga 

pihak yang membuatkan kartu keluarga tersebut. 

F. Sistematika Penulisan 

Sistem penulisan akan disusun sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan, yaitu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, defenisi operasional, kajian 

pustaka, dan sistematika penulisan. 

BAB II Landasan Teori, yaitu terdiri dari Pengertian Perkawinan, Asas 

dan Prinsip Perkawinan, Perkawinan dalam Sistem Hukum Positif dan Agama 

Islam, Perkawinan Sirri, Administrasi Pembuatan Kartu Keluarga. 

BAB III Metodologi penelitian yang terdiri dari jenis, pendekatan, lokasi 

penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik 

pengolahan data, teknik analisis data, dan tahapan penelitian. 

BAB IV Penyajian data dan Analisis. Penyajian data mencakup gambaran 

umum Kecamatan Tamban yang meliputi letak geogarafis, batas wilayah, desa-

desa di Kecamatan Tamban dan pusat pemerintahan, sejarah, potensi daerah, 

akses, nama-nama camat Kecamatan Tamban, dan data di 3 (tiga) desa Kecamatan 

Tamban, laporan penelitian meliputi hasil wawancara kepada responden dan 

informan untuk mengetahui alasan pihak yang tidak melampirkan buku nikah 
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dalam membuat kartu keluarga baru, alasan pihak Kecamatan dalam membuatkan 

kartu keluarga tersebut, matrikasi yang memuat tentang alasan pihak yang tidak 

melampirkan buku nikah baik dari pihak responden maupun informan dan analisis 

data meliputi tentang pembuatan kartu keluarga di Kecamatan Tamban Kabupaten 

Barito Kuala tersebut.  

BAB V Penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran. 


